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Abstract : The phenomenon of vigilantism (eigenrichting) in
the form of mob violence against criminal offenders remains
a serious issue in law enforcement in Indonesia, particularly
within the jurisdiction of Tanah Datar Police Resort. This
study aims fo identify the factors intluencing vigilantism and
analyze criminal law enforcement against mob assaulf cases
in the jurisdiction of Tanah Datar Police Resort. This research
used a descriptive method with a sociological juridical
(empirical) approach. The data consisted of primary data
obtained through inferviews with investigators, victims,
witnesses, and community leaders, as well as secondary data
obtained from legal liferature, legislation, journals, and
official documents. Data co]]ecz‘zon tec]zmques were
conducted through interviews and document studies, then
analyzed descriptively and qualitatively. The results showed
that the main factors causing vigilantism include low legal
awareness and understanding, emotional and psychological
factors, social environmental influences, low public frust in
law enforcement officers, and the persistence of a culfure of
violence in society. Criminal law enforcement against
vigilantism has been carried ouf through investigation and
prosecution processes based on Article 170 of the Indonesian
Criminal Code. However, there are still obstacles in law
enforcement, such as difficulties in identifying perpetrators
individually, limited evidence, lack of witnesses, and social
pressure within the community. Therefore, preventive efforts
through legal education and strengthening public frust in

law enforcement instifutions are essential fo minimize
vigilantism practices.

Keywords : Vigilantism; Mob Violence; Criminal Law
Enforcement; Ejgenrichting; Tanah Datar Folice.

Abstrak : Fenomena main hakim sendiri (eigenrichting) dalam bentuk pengeroyokan terhadap pelaku
kejahatan masih menjadi masalah serius dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah
hukum Polres Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
terjadinya tindakan main hakim sendiri serta menganalisis penegakan hukum pidana terhadap kasus
pengeroyokan di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh
melalui wawancara dengan penyidik, korban, saksi, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder yang
diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen resmi. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindakan
main hakim sendiri meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, faktor emosional
dan psikologis massa, pengaruh lingkungan sosial, rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak
hukum, serta budaya kekerasan yang masih berkembang di masyarakat. Penegakan hukum pidana
terhadap tindakan main hakim sendiri telah dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan
berdasarkan Pasal 170 KUHP. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti

| 2860


mailto:destomiaudimurfi@gmail.com1
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Destomi Audi M. et al. 10.55681/seikat.v5i4.3108

sulitnya mengidentifikasi pelaku secara individual, keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, serta tekanan
sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui penyuluhan hukum serta
peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum guna meminimalisir tindakan
main hakim sendiri.

Kata Kunci : Main Hakim Sendiri; Pengeroyokan; Penegakan Hukum Pidana; Eigenrichting; Polres Tanah
Datar.

PENDAHULUAN

Fenomena tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) dalam bentuk pengeroyokan
terhadap pelaku kejahatan masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tindakan
ini muncul ketika masyarakat mengambil alih fungsi penegakan hukum dengan cara menghukum
secara langsung seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui proses hukum
yang sah. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.Dalam praktiknya, tindakan main hakim
sendiri sering terjadi karena masyarakat merasa bahwa proses hukum berjalan lambat, tidak
memberikan efek jera, atau tidak mampu memenuhi rasa keadilan. Akibatnya, masyarakat memilih
melakukan penghukuman secara langsung terhadap pelaku kejahatan, terutama pada kasus
pencurian. Tindakan tersebut umumnya dilakukan secara spontan oleh massa dan sering kali
menimbulkan kekerasan berupa pemukulan, pengeroyokan, bahkan mengakibatkan luka berat
atau kematian.

Tindakan main hakim sendiri pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran hukum
karena bertentangan dengan asas due process of law dan asas praduga tidak bersalah. Dalam
hukum pidana Indonesia, tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang
diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian,
masyarakat yang melakukan pengeroyokan terhadap terduga pelaku kejahatan tetap dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana.Fenomena ini juga terjadi di wilayah hukum Polres Tanah
Datar. Berdasarkan data Polres Tanah Datar Tahun 2023-2024, kasus tindakan main hakim
sendiri masih cukup tinggi dan sebagian besar berkaitan dengan kasus pencurian. Salah satu kasus
yang menjadi perhatian adalah pengeroyokan terhadap terduga pelaku pencurian yang terjadi di
wilayah Rambatan.

Penelitian sebelumnya mengenai tindakan main hakim sendiri telah dilakukan oleh
beberapa peneliti. Agusto Abdul Malik dkk. meneliti mengenai implikasi tindakan main hakim
sendiri terhadap kehidupan masyarakat, sedangkan Abdul Kholiq membahas upaya penegakan
hukum terhadap tindakan eigenrichting. Penelitian lain juga membahas tindakan main hakim
sendiri dari perspektif pendidikan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak
hukum. Namun demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji faktor-~
faktor penyebab tindakan main hakim sendiri dan penegakan hukum pidana terhadap kasus
pengeroyokan di wilayah hukum Polres Tanah Datar dengan pendekatan empiris. Berdasarkan
uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) faktor-faktor apakah yang
mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri pada kasus pengeroyokan di wilayah
hukum Polres Tanah Datar; dan (2) bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindakan main
hakim sendiri pada kasus pengeroyokan di wilayah hukum Polres Tanah Datar.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis
sosiologis (empiris). Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya
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sebagai norma tertulis, tetapi juga melihat penerapannya dalam kehidupan masyarakat.Sumber
data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui
wawancara langsung dengan penyidik Satreskrim Polres Tanah Datar, korban, saksi, dan tokoh
masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal,
peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan tindakan main
hakim sendiri.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur dan studi
dokumen. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses editing dan coding, selanjutnya
dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai faktor penyebab
tindakan main hakim sendiri serta penegakan hukum pidana terhadap kasus pengeroyokan di
wilayah hukum Polres Tanah Datar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri pada Kasus
Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar

a. Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan penyidik Satreskrim
Polres Tanah Datar, diketahui bahwa rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat
merupakan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri. Sebagian
masyarakat masih beranggapan bahwa pelaku pencurian yang tertangkap tangan dapat langsung
diberikan hukuman fisik di tempat kejadian. Rendahnya pemahaman hukum masyarakat
dipengaruhi oleh kurangnya penyuluhan hukum, tingkat pendidikan yang terbatas, serta budaya
penyelesaian masalah secara spontan. Padahal tindakan pengeroyokan terhadap seseorang,
termasuk terhadap pelaku kejahatan, merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan Pasal 170
KUHP maupun Pasal 351 KUHP.

Salah satu kasus yang ditemukan dalam penelitian adalah pengeroyokan terhadap seorang
terduga pencuri hasil kebun yang dipukuli secara beramai-ramai hingga mengalami luka berat.
Dalam kasus tersebut, selain pelaku pencurian diproses hukum, masyarakat yang melakukan
kekerasan juga diperiksa oleh pihak kepolisian.

b. Faktor Emosional dan Psikologis Massa

Faktor emosional masyarakat juga sangat mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim
sendiri. Dalam banyak kasus, pengeroyokan terjadi secara spontan akibat ledakan emosi
masyarakat ketika mengetahui adanya tindakan pencurian. Berdasarkan wawancara dengan saksi
mata kasus pengeroyokan di wilayah Tanah Datar, tindakan kekerasan awalnya tidak
direncanakan. Namun situasi berubah ketika beberapa orang memprovokasi massa dengan
meneriakkan agar pelaku dipukul. Dalam kondisi tersebut, masyarakat terbawa suasana dan
melakukan tindakan agresif secara bersama-sama.

Fenomena ini dalam perspektif psikologi sosial dikenal sebagai mob mentality atau
mentalitas massa, yaitu kondisi ketika individu kehilangan kontrol diri akibat pengaruh kelompok.
Dalam situasi kerumunan, individu cenderung bertindak impulsif dan tidak mempertimbangkan
akibat hukum dari tindakannya.

c. Faktor Lingkungan Sosial dan Tekanan Kelompok

Lingkungan sosial dan tekanan kelompok juga menjadi faktor penting dalam terjadinya
tindakan eigenrichting. Seseorang yang berada di tengah kerumunan massa sering terdorong
untuk ikut melakukan kekerasan meskipun sebelumnya tidak memiliki niat. Berdasarkan hasil
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wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Tanah Datar, banyak pelaku pengeroyokan
mengaku hanya ikut-ikutan karena situasi ramai dan adanya tekanan sosial dari lingkungan
sekitar. Fenomena ini berkaitan dengan teori deindividuasi, yaitu kondisi ketika individu
kehilangan identitas pribadi dalam kelompok sehingga lebih mudah bertindak agresif. Contoh yang
sering terjadi adalah ketika seseorang diteriaki “maling” di area pasar atau pemukiman warga.
Teriakan tersebut mengundang perhatian masyarakat sekitar dan memicu pengeroyokan secara
massal.

d. Rendahnya Kepercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menjadi faktor lain
yang mempengaruhi tindakan main hakim sendiri. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa
proses hukum berjalan lambat dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.
Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat di wilayah Tanah Datar, ditemukan adanya
pandangan bahwa pelaku pencurian sering kembali melakukan kejahatan meskipun telah diproses
hukum. Persepsi tersebut membuat masyarakat memilih melakukan penghukuman secara
langsung. Padahal, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip due process of law karena
kewenangan menangkap dan menghukum seseorang hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum.

e. Budaya Kekerasan dalam Masyarakat

Masih berkembangnya budaya kekerasan di masyarakat juga mempengaruhi munculnya
tindakan main hakim sendiri. Dalam sebagian masyarakat, kekerasan dianggap sebagai cara cepat
untuk menyelesaikan masalah atau memberikan hukuman sosial terhadap pelaku
kejahatan.Berdasarkan wawancara dengan korban pengeroyokan, tindakan kekerasan sering
dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada korban untuk membela diri. Bahkan dalam
beberapa kasus, pelaku pencurian mengalami luka berat akibat dipukul secara beramai-ramai.
Budaya kekerasan tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu,
diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan
hukum secara berkelanjutan.

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri pada Kasus Pengeroyokan di
Wilayah Hukum Polres Tanah Datar

a. Dasar Hukum Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri memiliki dasar hukum
yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Tindakan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap
seseorang di muka umum diatur dalam Pasal 170 KUHP. Selain Pasal 170 KUHP, tindakan main
hakim sendiri juga dapat dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 354 KUHP
tentang penganiayaan berat, serta Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan. Berdasarkan wawancara
dengan penyidik Satreskrim Polres Tanah Datar, penerapan pasal pidana disesuaikan dengan
bentuk kekerasan, jumlah pelaku, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

Tindakan main hakim sendiri juga bertentangan dengan prinsip negara hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Undang~Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia.

b. Proses Penegakan Hukum oleh Polres Tanah Datar

Berdasarkan hasil penelitian, proses penegakan hukum terhadap tindakan main hakim
sendiri dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga
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penetapan tersangka. Dalam salah satu kasus pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres
Tanah Datar, korban yang diduga melakukan pencurian dipukuli oleh massa setelah diteriaki
“maling”. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian wajah, luka
lecet pada tangan dan kaki, serta nyeri pada bagian dada dan punggung. Setelah menerima
laporan, pihak kepolisian segera mendatangi tempat kejadian perkara, membubarkan massa,
mengamankan korban, serta melakukan pengumpulan alat bukti. Penyidik kemudian melakukan
pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan beberapa orang yang diduga terlibat dalam
pengeroyokan. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, hasil visum et repertum, dan
barang bukti, penyidik menetapkan beberapa orang sebagai tersangka utama yang terbukti
melakukan pemukulan terhadap korban.

Dalam perkembangan penanganan perkara, penyidik juga melakukan pendekatan
restorative justice berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan tersebut
dilakukan karena adanya perdamaian antara korban dan pelaku serta pertimbangan sosial
kemasyarakatan.

c. Kendala dalam Penegakan Hukum

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri masih
menghadapi berbagai kendala. Kendala pertama adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku secara
individual karena tindakan dilakukan secara massal. Kendala kedua adalah minimnya saksi yang
bersedia memberikan keterangan karena takut terhadap tekanan sosial dan lingkungan
masyarakat. Kendala ketiga adalah keterbatasan alat bukti, terutama apabila lokasi kejadian tidak
memiliki rekaman CCTV atau dokumentasi visual yang memadai. Kendala berikutnya adalah
kecenderungan penyelesaian perkara secara kekeluargaan melalui mediasi yang menyebabkan
efek jera terhadap pelaku menjadi berkurang.

d. Dampak Tindakan Main Hakim Sendiri

Tindakan main hakim sendiri menimbulkan dampak yang besar terhadap korban maupun
masyarakat. Secara fisik, korban dapat mengalami luka ringan, luka berat, bahkan kematian.
Secara psikologis, korban dapat mengalami trauma dan ketakutan. Selain itu, tindakan main hakim
sendiri juga berdampak terhadap ketertiban sosial karena dapat menormalisasi kekerasan sebagai
sarana penyelesaian masalah di masyarakat.

e. Upaya Preventif dan Represif

Dalam mengatasi tindakan main hakim sendiri, Polres Tanah Datar melakukan upaya
preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi mengenai
ancaman pidana Pasal 170 KUHP, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penangkapan pelaku, penyidikan profesional,
penahanan, dan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pengeroyokan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri pada
kasus pengeroyokan di wilayah hukum Polres Tanah Datar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu
rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, faktor emosional massa, tekanan
kelompok dan lingkungan sosial, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak
hukum, serta budaya kekerasan yang masih berkembang dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut
menyebabkan masyarakat lebih memilih melakukan penghukuman secara langsung dibanding
menyerahkan pelaku kejahatan kepada aparat penegak hukum.
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Penegakan hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri pada dasarnya telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui proses penyelidikan, penyidikan,
penetapan tersangka, dan pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Namun dalam praktiknya
masih terdapat berbagai kendala, seperti kesulitan mengidentifikasi pelaku, minimnya alat bukti
dan saksi, serta adanya tekanan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penegakan
hukum yang tegas dan konsisten disertai upaya preventif melalui pendidikan dan penyuluhan
hukum kepada masyarakat guna meminimalisir tindakan main hakim sendiri.
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